
BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 3!) TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA

DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA, ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN

INDRAGIRI HULU KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri

Mengingat : 1.

Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa perlu penyesuaian terhadap
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017
tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada
Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 19
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme
Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kepada
Pemerintah Desa;
.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudb.
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu kepada Pemerintah Desa.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355};

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik [Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik
Indonesia 6398);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008
Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Llembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017
tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Alokasi Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kepada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2017 Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor
19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kepada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2020 Nomor 19);

17. Peraturan ...



17.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 97
TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU KEPADA PEMERINTAH
DESA

PasalI
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017
tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor
97) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:
1. Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri

Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 36);
Nomor 86 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 86);
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kepada Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 19);

2.

3.

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal i
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Pemerintah ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.
Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya
disingkat KPPN adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Rengat selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum
Daerah, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD
adalah Pemegang Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam hal ini adalah
Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu.
Kuasa PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kuasa untuk
menjalankan sebagian tugas PPKD.
Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Bendahara Pengeluaran Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-
PPKD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD Kabupaten IndragiriHulu.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagaiunsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

21. Alokasi ...



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
Badan kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang
bersumber dari sebagain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima
oleh Kabupaten.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SilTap adalah penerimaan
penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa dengan besaran tertentu
yang bersumber dari ADD.
Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank
sentral.
Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupatiuntuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaranDesa pada Bank yang ditetapkan.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukanpermintaan pembayaran.
Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD yang selanjutnya disingkatSPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKDuntuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan
PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayarantertentu.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkanBUD berdasarkan SPM.
Stunting adalah kondisi ketika anak lebih pendek dibandingkan anak-anaklain seusianya, atau dengan kata lain, tinggi badan anak berada di bawah
standar. Standar yang dipakai sebagai acuan adalah kurva pertumbuhanyang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia.
Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desaadalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu diDesa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomiakibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan ...



(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyalurandana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
dari Bupati.
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);dan
c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa
berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, denganketentuan:
a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);dan
b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status
Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasidalam Indeks Desa.

3

Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), diubah sehingga Pasal7 berbunyi sebagai berikut:
3.

Pasal 7
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratanpenyaluran dari Bupati/PPKD/BUD, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa:

1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapanrincian Dana Desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaranDana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
Sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata_ realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen);

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerimamanfaat BLT Desa.

(2) Penyaluran ...



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratanpenyaluran dari Bupati/PPKD/BUD, dengan ketentuan:
a. tahapI berupa:

1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapanrincian Dana Desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaiankeluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (ima puluh
persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerimamanfaat BLT Desa.
Bupati melalui PPKD/BUD bertanggungjawab untuk menerbitkan suratkuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan
wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran tahap I pertama kali.
Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-
rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan Capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2)huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan,uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaiankeluaran.
Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatanganioleh Bupati atau wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik
(hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7)diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat JenderalPerbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 7A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehinggaPasal 7A berbunyi sebagai berikut:

(1)
Pasal 7A

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada
Bupati/PPKD/BUD melalui Camat, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

c. tahap ...



c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata_realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada
Bupati/PPKD/BUD, dengan ketentuan:
a. tahap ! berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaiankeluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf
c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(5) Bupati melalui Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layaksalur kepada Kepala KPPN setiap minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum
memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahantabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu
pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia.

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisip 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 9Adan Pasal 9B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A
(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan

dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) danPasal 9 ayat (2) huruf a, dengan tambahan ketentuan:

a. Dana...



(2)

(3)

(4)

(1)

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3
(tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing:
1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan

persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa;

2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) dan memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9
ayat (2) huruf b dan huruf c; dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4):
a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan

ketentuan:
1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai

ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) dan memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan
Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c; dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan

ketentuan:
1. Dana Desa tahap IJ disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu

3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan
masingmasing:
a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan

persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4):
a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam

Pasal 6 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) huruf c; dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1)
maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan
pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 9B
Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati/PPKD/BUD melalui Camat, dengan ketentuan:

a. Dana...



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten IndragiriHulu

Ditefapkan di Rengat
pada ggal 29 April 2020

BUPATI INQRAGIRI HULU,
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H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2g April 2020

SEKRETARIS DAERAH
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